SISTEM PROSEDUR KEUANGAN DAERAH
2023
PERGUB SUMUT NO 23, BD 2023/ NO 24, 86 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Rl Tahun
1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004;
UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39
Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP
No. 65 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres
No. 16 Tahun 2018; sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12
Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah
dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016;
Permendagri No. 77 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Gubernur tentang sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan
Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan, Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari
pelaksanaan DPA-SKPD, PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub
kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK, PPTK
bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA, PA dan KPA wajib
mengajukan anggaran kas yang merupakan proyeksi penerimaan dan
pengeluaran bulanan atas pendapatan dan belanja yang dikelola kepada
BUD, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima,
menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya,
Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas
pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 April
2023 dan ditetapkan tanggal 11 April 2023;
- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran : 287 him.



